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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan     

bahwa: 

1. Perencanaan Keuangan Desa  

Perencanaan keuangan di Desa Bolok sudah sesuai dengan pedoman 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dimana dalam 

proses perencanaan yang dimulai dari tingkat dusun yaitu musyawarah dusun 

(Musdus) tujuan Musdus yaitu untuk menyaring aspirasi masyarakat, setelah 

dilaksanakannya Musdus pemerintah desa mengadakan Musyawarah Desa 

yang dilakukan untuk membicarakan potensi desa menurut skala prioritas 

dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi 

yang dimiliki. 

2. Pelaksanaan Keuangan Desa  

Pelaksanaan keuangan di Desa Bolok sudah sesuai dengan pedoman 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dimana dalam 

pengajuan DPA yang terdiri atas a) Rencana kegiatan dan anggaran desa, b) 

rencana kerja kegiatan desa, dan c) rencana anggaran biaya. Sementara itu 

dalam pengajuan SPP telah dilengkapi dengan a) pernyataan tanggungjawab 

belanja, dan b) bukti penerimaan barang/jasa di tempat.  

3. Penatausahaan Keuangan Desa  

Penatausahaan keuangan di Desa Bolok sudah sesuai dengan pedoman 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dimana dalam 



95 
 

proses penatausahaan telah dilengkapi dengan dokumen pendukung a)buku 

pembantu bank, b)buku pembantu pajak, dan c)buku pembantu panjar. 

Sekertaris Desa telah melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan 

buku kas umum yang dilaporkan oleh Kaur Keuangan. 

4. Pelaporan Keuangan Desa  

Pelaporan keuangan di Desa Bolok sudah sesuai dengan pedoman Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dimana dalam proses 

pelaporan telah dilengkapi dengan dokumen pendukung a)laporan 

pelaksanaan APB Desa, dan b)laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa telah 

menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada 

Camat. 

5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa  

Pertanggungjawaban keuangan di Desa Bolok sudah sesuai dengan pedoman 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dimana dalam 

proses pertanggungjawaban Kepala Desa telah menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat 

setiap tahun anggaran. 

6.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka, disarankan 

kepada pemerintah desa: 

1. Kepada Pemerintah Desa Bolok sebaiknya melakukan tes syang matang 

sebelum merekrut staf agar dapat berkontribusi dalam pelayanan dan 

pemabangunan desa. agar pada setiap proses pelaksanaan keuangan 

keuangan  desa  dapat  berjalan sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri  
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Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. 

2. Pemerintah Desa Bolok perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang berkompeten dalam bidang IT dan Akuntansi dengan cara 

mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, selain 

itu pelatihan untuk PKK dan karang taruna harus dilaksanakan agar 

masyarakat dapat lebih kreatif, mandiri dan berkembang.  
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